SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 25
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang . a. bahwa untuk memperoleh nilai tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang representatif, perlu
merubah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39,



Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pematangsiantar;

18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 25
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR.



Pasal I

Beberapa  ketentuan dalam = Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kota
Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun
2017 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan
Pasal 6

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah Negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD
diberikan tunjangan perumahan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah Negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD
diberikan tunjangan perumahan.

(3) Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan
oleh appraisal independen.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan
perincian sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta
delapan ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar
Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.7.000.000,-
(tujuh juta rupiah).

(5) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara
bersamaan dengan rumah Negara dan perlengkapannya.

(6) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara, maka dilakukan penyesuaian.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi
Pasal 7

(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.

(2) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan
oleh appraisal independen.



(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.100.000,-
(Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah)

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan
dengan kendaraan dinas jabatan.

(5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara, maka dilakukan penyesuaian.

3. Ketentuan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1
Pasal yaitu Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibayarkan terhitung sejak
bulan Januari Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,
dto

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMBINA

NIP. 19810927 200502 1 001



